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BAB I
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1 Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Tata kelola kepemerintahan yang bak (Good Governance)
mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi
rnasyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Sementara
itu, pemerintah juga memandang perlu untuk membuka akses bagi publik
terhadap informasi publik yang dihasilkan, di simpan, di kelola, di kirim,
dan/atau di terima, sehingga publik dapat memperoleh informasi publik
secara resmi dan lengkap. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28
F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi
" dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta
berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan. mengolah dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang

tersedia.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), setiap Badan Publik perlu
meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi.
Keberadaan UU KIP sangat penting sebagai landasan hukum yang
berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi

publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani



permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan

cara sederhana.

PPID yang menjadi bagian dari Badan Publik bertanggung jawab
melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan
pengamanan informasi publik. Inspektorat Daerah Provinsi Riau selaku
Badan Publik merupakan PPID Pembantu dalam menjalankan tugas
fungsinya, PPID Pembantu dibantu oleh para bidang dan anggota [ayanan

informasi.
1.2 Struktur PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Riau

Dalam upaya mewujudkan komitmen Inspektorat Daerah Provinsi
Riau untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, maka
Inspektorat Daerah Provinsi Riau telah menunjuk Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau No.
KPTS.100.3.3/IP-Sekr/V1/2024/39 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola
Informasai dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Inspektorat Daerah
Provinsi Riau. Keputusan tersebut merupakaﬁ landasan operasional bagi
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam
mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan
Inspektorat Daerah Provinsi Riau, sebagaimana diatur dalam UU No. 14

Tahun 2008 sebagaimana dalam lampiran.






BAB I1

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK

2.2 SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Riau berusaha
meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya
secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada
publik. Pengelolaan layanan Informasi Publik di Inspektorat Daerah
Provinsi Riau meliputi penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib
disediakan dan diumumkan secara berkala, pengumuman informasi yang
wajlb diumumkan secara serta merta, penyediaan informasi yang wajib
terscdia setiap saat, serta identifikasl dan pengumpulan informasi yang

dikecualikan.

Guna memperiancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan
ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan
perangkat pendukung layanan antara lain komputer untuk petugas
Iayanén dan penguﬁjung, dan Kkursi tunggu. Pemohon yang in_gin
menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi

ruang layanan informasi tersebut.

Disamping penyediaan ruang 'dan meja layanan informasi, untuk
mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan

informasi, PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Riau juga















Gubernur Riau Nomor: Kpts.814/IP/11/19.1 Tentang Penunjukan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan
Inspektorat Daerah Provinsi Riau didukung oleh 3 (tiga) Bidang yang
melibatkan seluruh satuan kerja di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi
Riau adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas:

a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan informasi
dan dokumentasi,

b. Memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi;

¢. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi;

d. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan
informasi publik;

e. Menyiapkan dan mengelola dokumentasi dan informasi publik;

2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
Bidang Pengolahan Data dan klasifikasi Informasi memiliki tugas:

a. Melaksanakan perencanaan program bidang pengolahan data dan
klasifikasi informasi;

b. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;

c. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan
dokumentasi;

d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka

memenuhi permohonan informasi.



3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi memiliki tugas:
a. Melaksanakan perencanaan program bidang penyelesaian sengketa
informasi;
b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian
sengketa informasi;
c. Melaksanakan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengajuan
atau keberatan/ mediasi/ ajudikasi informasi;
d. Melaksanakan advokasi, fasilitasi penyelesaian mediasi/ajudikasi
informasi.
2.3 ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID Pembantu dibebankan
pada DPA Inspektorat Daerah Provinsi Riau pada Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jaringan
Internet Broadband Rp.65.604.000.- (Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus
Empat Ribu Rupiah).
2.4 PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PPID
Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Rlau di dukung oleh tim kerja yang
melibatkan seluruh Bidang di lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Riau.
Seluruh tim PPID Pembantu saling bersinergi dan berkoordinasi dalam

pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik. Upaya peningkatan
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kualitas layanan Informasl dilakukan antara lain melalui pemutakhiran
website dan updating data, partisipasi aktif dalam setiap kegiatan PPID
Utama, Koordinasi dengan OPD dan lembaga terkait dalam rangka

penyebarluasan informasi publik.
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BAB III
PENYELESIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2023 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID
Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Riau memenuhi semua permintaan
informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan

ketentuan turunannya.

Tabel 1 : Tabel Penyelesaian Sengketa Informasi Pelayanan Publik

NO PENYELESAIAN SENGKETA JUMLAH HASIL
Keberatan yang diterima NIHIL -
2 [ Tanggapan atas keberatan NIHIL -

Permohonan Penyelesaian Sengketa

3| Komisi Informas Provinsi Riau NIHIL )
Hasil Mediasi dan/atau Keputusan

4 | Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi NIHIL -
Riau

5 [ Gugatan Ke Pengadilan NIHIL -
Hasil Keputusan Pengadilan dan

6 pelaksanaannya NIHIL )
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BAB IV
KENDALA DALAM PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

Merujuk ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Numor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam pemberian
pelayanan informasi publik harus dilakukan secara cepat dan tepat waktu.
Ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi setiap badan publik
untuk mewujudkan Layanan Informasi publik kepada masyarakat, karena
dihadapkan dengan kendala eksternal maupun internal Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi.

Beberapa kendala internal dalam pelaksanaan layanan informasi
publik di Inspektorat Daerah Provinsi Riau adalahsebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh
unit kerja;

2. Kendala teknis pada Layanan E-PPID, menyebabkan alur permintaan
informasi, verifikasi pemohon dan pengiriman informasi yang diminta

pemohon tidak dapat dilaksanakan melalui aplikasi E-PPID.
Sedangkan kendala eksternal adalah :

1. Masyarakat yang mengajukan permintaan Informasi belum memahami

tentang adanya informasi yang dikecualikan.
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BAB V
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam upaya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publlk (KIP) secara kontinyu dan
konsisten, PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Riau terus
melakukan perbaikan dan peningkatan penyediaan pelayanan informasi
kepada masyarakat. Mengingat masih banyak terdapat kekurangan dalam
hal pelayanan informasi, maka dirumuskan rekornendasi dan rencana
tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan informasi
PPID pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Riau, antara lain:

1. Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai UU KIP lebih ditingkatkan
lagi bagi pengelola dan koordinator di lingkungan Inspektorat Daerah
Provinsi Riau;

2. PPID terus bersinergi melakukan koordinasi terkait Keterbukaan
Informasi Publik kepada PPID Utama dalam merespon dan
memberikan jawaban atas permintaan informasi publik mengingat
waktu yang éangat terbatas untuk disampaikan kepada peﬁoﬁon
informasi;

3. Pengembangan aplikasi layanan E-PPID dan pengelclaan database

informasi PPID Pembantu
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